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Penipuan berbasis digital kini menjadi salah satu bentuk kejahatan yang
berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Salah satu kasusnya adalah
penipuan penjualan tiket konser oleh Ghisca Debora Aritonang yang menimbulkan
kerugian hingga miliaran rupiah. Dimana Kasus ini diatur dalam Pasal 374 KUHP
Pasal 65 ayat 1 (satu).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengkaji: pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat terkait kasus penipuan tiket konser, tinjauan hukum pidana Islam terhadap
tindak pidana tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dan upaya pencegahan yang
harus dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum positif dan hukum
Islam dalam menanggulangi penipuan digital.

Kerangka teori pada penipuan dalam Pasal 378 KUHP dianalisis dengan
teori unsur tindak pidana (objektif dan subjektif), serta teori hukum klasik seperti
lex talionis, hukum alam, dan pemikiran Cesare Beccaria. Dalam hukum Islam,
penipuan termasuk jarimah ta‘zir dan dianalisis dengan teori maqasid al-syari‘ah,
niyyah (niat), serta prinsip kejujuran dan amanah. Kajian ini menekankan
pentingnya perlindungan hukum terhadap penipuan digital yang semakin marak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan
menganalisis fenomena hukum secara sistematis dan mendalam. Data yang
digunakan bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-
sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penipuan dalam
perspektif hukum Islam dan hukum positif. Teknik analisis data meliputi reduksi,
penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya
menggunakan Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP. Kemudian dalam tinjauan hukum
pidana islam tindak pidana penipuan ini dikualifikasikan sebagai jarimah ta‘zir
karena melanggar prinsip kejujuran dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dampak
yang ditimbulkan antara lain dampak ekonomi dari kerugian yang ditimbulkan,
dampak sosial dan dampak psikiologis. Upaya yang dapat dilakukan adalah
penegakan hukum, edukasi hukum, penguatan regulasi serta pengawasan terkait
transakasi digital.
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